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ABSTRAK 
 
ANDI ASTARI RASYIDA. (B 111 08 371). Analisis Hukum Terhadap 
Klausula Baku Pada Kartu Studio Pass di Trans Studio Makassar. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui 
bagaimana kedudukan dan keabsahan klausula baku pada kartu studio 
pass di trans studio Makassar ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen serta untuk mengetahui bagaimana aspek perlindungan hukum 
bagi konsumen pada perjanjian klausula baku yang ada pada kartu studio 
pass. Penelitian ini dilaksanakan di Makassar di Trans Studio Theme Park 
(Trans Studio Makassar). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pihak Trans studio 
mencantumkan klausula baku yang dilarang oleh Undang-Undang. Hal ini 
terbukti dari apa yang tercantum dalam kartu studio pass trans studio. 
Kesimpulan yang didapatkan penulis bahwa pihak Trans Studio 
mencantumkan klausula baku yang dilarang oleh Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen pasal 18 ayat 1 butir g, yaitu ketentuan sepihak 
dan ketundukan atas peraturan baru atau lanjutan yang sewaktu-waktu 
dapat terjadi ke depannya. Maka diperlukan penegakan hak-hak 
konsumen, yaitu hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas 
barang dan/atau jasa yang digunakan dan hak untuk diperlakukan atau 
dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Saran Penulis 
agar Pihak Trans Studio diharapkan mengevalusi kembali perjanjian baku 
atau klausula baku yang dicantumkannya pada kartu studio pass 
produksinya. Pemerintah dalam hal ini menteri perdagangan diharapkan 
merutinkan sosialisasi terhadap Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen, mengingat masih banyak masyarakat yang awam dan tidak 
tahu mengenai hak-haknya sebagai konsumen. Masyarakat dalam hal ini 
konsumen diharapkan mengembangkan budaya kritis demi melindungi 
hak-hak konsumennya. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 Saat ini Indonesia merupakan salah satu Negara yang sedang 
berkembang. Perkembangan perekonomian di Indonesia ini pun tidak 
lepas dari peran serta badan usaha–badan usaha yang ada di Indonesia, 
baik badan usaha milik Negara maupun badan usaha milik swasta. Salah 
satu badan usaha yang turut membantu perkembangan perekonomian 
Indonesia adalah adanya pusat perbelanjaan di era modern yang lebih 
dikenal dengan istilah Mall. Mall adalah jenis dari pusat perbelanjaan yang 
secara arsitektur berupa bangunan tertutup dengan suhu yang diatur dan 
memiliki jalur untuk berjalan-jalan yang teratur sehingga berada di antara 
toko-toko kecil yang saling berhadapan.1 
 Dalam kesehariannya, begitu banyak interaksi ekonomi yang dapat 
terjadi di dalam mall antara individu-individu dan para pelaku usaha. 
Hubungan interaksi antara individu-individu dan para pelaku usaha 
tersebut merupakan hasil dari interaksi manusia yang terus berkembang. 
Individu atau dikenal dengan istilah konsumen perlu mendapatkan 
perhatian khusus di dalam hal perlindungan hak-haknya sebagai 
konsumen di dalam melakukan interaksi ekonomi dengan pelaku usaha. 
Para pelaku usaha di dalam menjalankan usahanya menerapkan prinsip 
ekonomi, yaitu mendapat keuntungan semaksimal mungkin dengan 
                                                             
1
http://id.m.wilkipedia.org/wiki/Mal diakses pada tanggal 13 September 2013 
2 
pengeluaran seminimal mungkin. Prinsip inilah yang kemudian mendorong 
para pelaku usaha untuk melakukan tindakan merugikan konsumen, 
berkaitan dengan produk yang diedarkannya di dalam masyarakat. 
Kondisi tersebut menggambarkan adanya ketidakseimbangan kedudukan 
antara pelaku usaha dengan konsumen sebagai pihak yang lemah, baik 
dari segi pendidikan, ekonomi maupun daya tawar. 
 Kedudukan konsumen yang berada pada kedudukan yang lemah 
membutuhkan suatu perlindungan terhadap kepentingannya. Hubungan 
antara konsumen dengan pelaku usaha yang terus berkembang 
membutuhkan suatu aturan yang memberikan kepastian terhadap 
tanggung jawab, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.2 Di dunia, 
gerakan perlindungan konsumen sudah berkembang sejak ratusan tahun 
yang lalu. Indonesia sendiri merupakan Negara yang telah berhasil 
membuat suatu aturan yang melindungi kepentingan konsumen. Aturan 
tersebut adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK. Undang-undang 
yang terdiri dari 15 bab dan 65 Pasal ini mengatur mengenai perlindungan 
konsumen dimana terdapat jaminan terhadap hak-hak konsumen. 
Undang-undang ini berlaku setelah setahun sejak disahkan, tepatnya 
pada tanggal 20 April 2000.
3
 Segala kepentingan konsumen berusaha 
diberi perlindungan hukum oleh Undang-Undang ini agar kepentingan 
konsumen dapat terlindungi secara nyata dan pasti. 
                                                             
2
  Sri Redjeki, 2000, Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Pada Era 
Perdagangan Bebas, Mandar Maju, Bandung, hal. 34 
3
  Az. Nasution, 2007, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Diadit Media, 
Jakarta, hal. 46 
3 
 Dalam interaksi ekonomi dalam artian transaksi antara pelaku 
usaha barang dan/atau jasa dengan konsumen, sering terjadi perjanjian 
baik secara lisan maupun tertulis. Salah satunya adalah perjanjian antara 
konsumen dengan pelaku usaha secara tertulis yang sudah dalam bentuk 
baku (Standardized Contract/  Klausula Baku).4 Perjanjian baku biasanya 
berupa formulir yang isi, bentuk serta cara penutupannya telah 
distandarisasi atau dibakukan secara sepihak oleh pelaku usaha, serta 
bersifat massal tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki 
konsumen, perjanjian tersebut tidak dapat ditawar atau dinegoisasikan 
oleh pihak lainnya (take it or leave it). Isi atau ketentuan yang terdapat di 
dalam kontrak baku biasanya disebut klausula baku (standardized 
clause).5 
 Klausula baku/perjanjian baku itu sendiri merupakan bagian dari 
suatu perjanjian sehingga menyebabkan pengaturan akan hal tersebut 
harus berdasarkan aturan-aturan yang terdapat pada Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada BAB III tentang Perikatan 
secara umum. Selain itu dikarenakan klausula baku pada kenyataannya 
banyak yang merugikan pihak konsumen dan juga klausula baku 
menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan posisi antara konsumen dan 
pelaku usaha maka pengaturan mengenai klausula baku yang dilarang 
juga terdapat dalam ketentuan pencantuman klausula baku Pasal 18 
UUPK. Larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan 
                                                             
4
http://www.direktoratperlindungankonsumen.htm “Mencermati Klausula Baku Sebelum 
Menandatangani Kontrak, diakses pada tanggal 2 September 2013 
5
Abdul Halim Barkatullah, 2008, Hukum Perlindungan Konsumen; Kajian Teoritis dan 
Perkembangan Pemikiran, FH Unlam Press, Banjarmasin, hal. 96 
4 
konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan 
berkontrak.6 
 Apabila dalam suatu perjanjian, kedudukan para pihak tidak 
seimbang, maka pihak lemah biasanya tidak berada dalam keadaan yang 
betul-betul bebas untuk menentukan apa yang diinginkan dalam 
perjanjian.7 Dalam praktek di dunia bisnis, hal-hal yang sering kali 
menggunakan perjanjian baku/klausula baku di dalamnya antara lain: 
perbankan, asuransi, tiket transportasi darat/laut/udara, dan wahana 
bermain seperti Trans Studio Theme Park. 
 Trans Studio Theme Park adalah taman hiburan indoor  terbesar di 
Indonesia. Di atas lahan seluas 2,7 Hektar, Trans Studio Theme Park 
menyajikan 21 wahana permainan dan bermacam bentuk hiburan yang 
terdapat dalam 4 (empat) kawasan dengan tema yang berbeda dan unik.8 
Untuk dapat masuk dan menikmati wahana permainan di dalam Trans 
Studio Theme Park, pengunjung diharuskan memiliki kartu studio pass 
yang dimana untuk memiliki dan dapat menggunakan kartu tersebut 
memiliki syarat dan ketentuan tersendiri. Syarat dan ketentuan yang 
berlaku pada kartu studio pass tentu saja adalah perjanjian baku atau 
klausula baku. Pengertian klausula baku dapat dilihat pada Pasal 1 ayat 
10 UUPK yaitu setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah 
dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku 
usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang 
                                                             
6
Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. 
RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 108 
7
Ibid, hal. 114 
8
http://www.transstudioworld.com/theme.htmldiakses pada tanggal 7 September 2013 
5 
mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Tentu saja syarat dan 
ketentuan berlaku pada kartu studio pass sudah ditentukan secara 
sepihak oleh pihak penyedia jasa permainan pada wahana Trans Studio 
Theme Park. 
 Materi klausula baku bukanlah hasil suatu kesepakatan melainkan 
hasil pemaksaan kepada pihak lain untuk menerima atau tidak menerima 
sama sekali sehingga dapat menimbulkan suatu kondisi yang tidak 
seimbang antara pelaku usaha dan konsumen.9 Pada prinsipnya,  
pencantuman klausula baku dalam setiap perjanjian baku tidaklah 
dilarang. Yang dilarang hanyalah pencantuman klausula baku yang 
memberatkan atau merugikan konsumen sebagaimana yang diatur dalam 
UUPK.10 Selama pencantuman klausula baku tidaklah memenuhi kriteria 
dari 8 (delapan) daftar klausula baku terlarang yang disebutkan di dalam 
UUPK, maka pencantuman klausula baku tersebut masih dibenarkan dan 
dibolehkan. 
 Di dalam syarat dan ketentuan angka romawi II (dua) dijelaskan 
bahwa kartu studio pass memiliki dua fungsi yaitu: (1) Kartu berfungsi 
sebagai dompet yang berisi uang elektronik yang dapat digunakan untuk 
melakukan pembayaran barang dan/atau jasa di Merchant11 (2) Kartu 
bukan merupakan rekening simpanan di Bank Mega.
12
 Kemudian 
                                                             
9
  H.P. Pangabean, 2012, Praktik Standaard Contract (Perjanjian Baku) Dalam Perjanjian 
Kredit Perbankan, PT. Alumni, Bandung, hal. 2 
10
Ibid, hal.2 
11
 Merchantadalah tempat-tempat yang bekerja sama dengan Bank Mega (seperti Theme 
Park Trans Studio, jalan tol reformasi – Makassar, jalan tol Ir. Sutami – Makassar, 
Secure Parking, took-toko atau badan usaha lainnya) untuk menerima pembayaran jasa 
atau barang dengan kartu  
12
 Kartu Studio Pass 
6 
dijelaskan lagi pada angka romawi III (tiga) bahwa Terdapat dua jenis 
kartu yang dikeluarkan Bank Mega13, yaitu: 
1. Kartu Unregisted, dengan nominal maksimum yang dapat disimpan 
dalam kartu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) 
2. Kartu Registered, dengan nilai nominal maksimum yang dapat 
disimpan dalam kartu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) 
a. Kartu registered dapat digunakan untuk melakukan transaksi 
penarikan tunai pada ATM Bank Mega di kota Makassar 
b. Saldo minimum yang harus disisakan dalam kartu registered 
ketika melakukan penarikan tunai pada ATM adalah sebesar 
Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 
Kemudian pada syarat dan ketentun umum berikutnya pada angka 
romawi V (lima), berbunyi: “Bank Mega tidak bertanggung jawab terhadap 
nilai nominal yang ada di kartu jika hilang, dicuri atau rusak karena 
kesalahan kelalaian pelanggan (kartu patah, tertekuk, melengkung, dan 
lain-lain)”. Pada angka romawi VI (enam) berbunyi: “ apabila terjadi 
peristiwa darurat (fource majure) seperti termasuk namun tidak terbatas 
pada pemogokan kerja, bencana alam, kerusuhan massa, sabotase dan 
lain-lain yang dibenarkan oleh pejabat yang berwenang, maka tidak ada 
pihak manapun yang dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi atas 
segala kerugian yang timbul”. Kemudian kepatuhan perikatan pada 
klausula baku yang menjadi syarat dan ketentuan kartu studio pass ini 
dipertegas pada angka romawi VII (tujuh) yang berbunyi: “Penggunaan 
                                                             
13
 Bank Mega merupakan pihak yang berkerja sama dengan Trans Studio Theme Park 
dalam hak memiliki wewenang dalam mengeluarkan dan memperbanyak Kartu Studio 
Pass. 
7 
kartu tunduk pada syarat dan ketentuan umum ini, termasuk setiap 
perubahan atau penambahan yang akan diumumkan melalui cara atau 
media yang akan diatur kemudian”. 
 Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis ingin membahas 
tentang pencantuman klausula baku pada kartu studio beserta akibat 
hukumnya bagi konsumen pengguna jasa Trans Studio Theme Park 
dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Klausula Baku Pada Kartu 
Studio Pass di Trans Studio Makassar” 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaimanakah kedudukan dan keabsahan klausula baku pada 
kartu studio pass di trans studio Makassar ditinjau dari UUPK? 
2. Bagaimanakah aspek perlindungan hukum bagi konsumen pada 
perjanjian klausula baku yang ada pada kartu studio pass? 
 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan keabsahan 
klausula baku pada kartu studio pass di trans studio Makassar 
ditinjau dari UUPK. 
2. Untuk mengetahui bagaimana aspek perlindungan hukum bagi 
konsumen pada perjanjian klausula baku yang ada pada kartu 
studio pass. 
8 
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 
1. Sebagai salah satu referensi masalah perjanjian baku atau 
klausula baku yang sering digunakan oleh pelaku usaha di 
Indonesia. 
2. Sebagai sebuah persembahan bagi pengembangan ilmu 
pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
9 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Perlindungan Konsumen 
1. Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen 
Hukum perlindungan konsumen disebabkan oleh suatu alasan 
utama yang dipandang sebagai penyebab lahirnya hukum tersebut, yaitu 
perkembangan industri yang sangat cepat. Sebab tersebut telah 
melahirkan suatu tujuan dalam pembentukan suatu kaidah hukum yang 
bertujuan melindungi hak dan kepentingan konsumen. 
Masing-masing Undang-Undang tentunya memiliki tujuan khusus14 
dalam bagian konsiderans dari UUPK dapat dilihat bahwa peraturan ini 
dibuat atas dasar pemikiran/pertimbangansebagai berikut : 
1. Bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu 
masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual 
dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945; 
2. Bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi 
harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu 
menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki 
kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas 
barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa 
mengakibatkan kerugian konsumen; 
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3. Bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari 
proses globalisasi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan 
masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan 
barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar; 
4. Bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu 
meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan 
dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta 
menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang 
bertanggungjawab. 
Jadi dapat dilihat bahwa dasar pemikiran dari hukum perlindungan 
konsumen bersumber dari tujuan pembangunan nasional seperti yang 
diamanatkan pada pembukaan UUD 1945. 
Berkaitan dengan dasar pemikiran pada konsiderans UUPK seperti 
yang disebutkan di atas, ada sejumlah asas yang terkandung di dalam 
usaha memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Asas-asas ini 
dapat ditemukan pada Pasal 2UUPK yangberbunyi: “Perlindungan 
konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan,dan 
keselamatan konsumen serta kepastian hukum.” 
Pada penjelasan pasal ini disebutkan bahwa perlindungan 
konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) 
asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu: 
1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala 
upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus 
memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan 
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konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. 
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat 
diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada 
konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan 
melaksanakan kewajibannya secara adil. 
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan 
keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan 
pemerintah dalam arti materiil dan spiritual. 
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk 
memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada 
konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan 
barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. 
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun 
konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam 
menyelenggarakan perlindungan konsumen serta Negara menjamin 
kepastian hukum. 
Selanjutnya tujuan perlindungan konsumen dapat ditemukan pada 
pasal 3 UUPK, yaitu: 
a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen 
untuk melindungi diri; 
b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 
menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang 
dan/ataujasa; 
c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, 
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menentukan, dan menuntut hak-naknya sebagai konsumen; 
d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung 
unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses 
untuk mendapatkan informasi; 
e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 
bertanggungjawab dalam berusaha; 
f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa, kesehatan, 
kenyamanan, keamanan,dankeselamatankonsumen. 
 
2. Pihak-Pihak Dalam Perlindungan Konsumen 
a. Konsumen 
 Istilah konsumen sendiri berasal dari istilah asing, Inggris 
consumer, dan Belanda consument, yang secara harfiah dapat diartikan 
sebagai orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau 
menggunakan jasa tertentu atau sesuatu/seseorang yang menggunakan 
suatu persediaan atau sejumlah barang. Ada juga yang mengartikan 
setiap orang yang mengunakan barang atau jasa.15 Sementara pengertian 
konsumen menurut Pasal 1 ayat 2 UUPK, konsumen adalah setiap orang 
yang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, 
baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk 
hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. 
 Berdasarkan pengertian di atas subjek yang disebutkan sebagai 
konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai 
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barangdan/atau jasa. Akan tetapi yang dapat dikualifikasikan sebagai 
konsumen sesungguhnya tidak hanya terbatas pada subjek hukum yang 
disebut “orang” melainkan masih ada subjek lain yang juga dapat disebut 
sebagai konsumen yaitu “badan hukum”.16 
 Dalam sudut pandang lain, jika hanya berpegang pada rumusan 
pengertian konsumen dalam UUPK, kemudian dikaitkan dengan Pasal 45 
yang mengatur tentang gugatan ganti kerugian dari konsumen kepada 
pelaku usaha, maka keluarga, orang lain dan makhluk hidup lain17, tidak 
dapat menuntut ganti kerugian karena mereka tidak termasuk konsumen, 
tetapi kerugian yang dialaminya dapat dijadikan alasan untuk 
mengadakan tuntutan ganti kerugian.18 
b. Pelaku Usaha 
Pelaku usaha merupakan istilah yuridis dari produsen. Istilah 
produsen berasal dari bahasa Belanda yakni producent dan dari 
bahasa Inggris producer yang artinya adalah penghasil. Batasan 
mengenai apa yang dimaksud dengan pelaku usaha dapat dilihat pada 
Pasal 1 ayat 3UUPK yaitu: 
“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan 
usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan 
hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan 
dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri 
maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan 
kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi” 
 
Selain itu, dalam pengertian pelaku usaha, di dalamnya juga 
termasuk pembuat, grosir, leveransir, dan pengecer profesional, yaitu 
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setiap orang atau badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan 
jasa hingga sampai ke tangan kosumen, dimana sifat profesional 
merupakan syarat mutlak dalam hal menuntut tanggungjawab pelaku 
usaha.19 Sebagai penyelenggara kegiatan usaha, pelaku usaha adalah 
pihak yang harus bertanggung jawab atas akibat kibat negatif berupa 
kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya terhadap pihak konsumen. 
c. Pemerintah 
Dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin pesat, dalam 
usaha perlindungan konsumen diperlukan suatu standardisasi dan 
sertifikasi yang maksimal, disinilah diperlukan adanya peran aktif 
Pemerintah dalam membuat, menyesuaikan,dan mengawasi pelaksanaan 
peraturan yang berlaku. 
Sesuai dengan prinsip pembangunan yang antara lain menyatakan 
bahwa pembangunan dilaksanakan bersama oleh masyarakat dengan 
Pemerintah dan karena itu menjadi tanggung jawab bersama pula, maka 
melalui pengaturan dan pengendalian oleh pemerintah, tujuan 
pembangunan nasional dapat dicapai dengan baik. Upaya Pemerintah 
untuk melindungi konsumen dari produk yang merugikan dapat 
dilaksanakan dengan cara mengatur, mengawasi, serta mengendalikan 
produksi, distribusi, dan peredaran produk sehingga konsumen tidak 
dirugikan. Berdasarkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dan 
kebijaksanaan yang akan dilaksanakan, maka langkah-langkah yang 
dapat ditempuh pemerintah adalah:20 
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a. Registrasi dan penilaian 
b. Pengawasan produksi 
c. Pengawasan distribusi 
d. Pembinaan dan pengembangan usaha 
e. Peningkatan dan pengembangan prasarana dan tenaga 
Peranan pemerintah di atas harus dijalankan secara berkelanjutan 
agar tercipta suatu lingkungan usaha yang sehat, pengusaha yang 
bertanggung jawab, serta pasar yang kompetitif dengan berangsur-angsur 
menghilangkan monopoli dan proteksi.21 
 
B. Hak dan Kewajiban Konsumen Serta Pelaku Usaha 
Konsumen dan pelaku usaha mempunyai hubungan hukum. Setiap 
hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua segi 
yang isinya di satu pihak hak, sedang di pihak lain kewajiban.Tidak ada 
hak tanpa kewajiban, sebaliknya tidak ada kewajiban tanpahak.22 
Pada hakikatnya hak adalah hubungan antara subyek hukum 
dengan obyek hukum, atau subyek hukum dengan subyek hukum lainnya 
yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban.23 
1. Hak dan Kewajiban Konsumen 
a. Hak Konsumen 
Hak-hak konsumen menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 
tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut :24 
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1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 
mengonsumsi barang dan/atau jasa. 
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan 
barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan 
kondisi serta jaminan yang dijanjikan. 
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai 
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa 
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang 
dan/atau jasa yang digunakan. 
5. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. 
6. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur 
serta tidak diskriminatif. 
7. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi, dan/atau 
penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak 
sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. 
8. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya. 
Hak-hak konsumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 UUPK 
di atas lebih luas daripada hak-hak konsumen sebagaimana pertama kali 
dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat John. F. Kennedy di depan 
kongres pada tanggal 15 Maret 1962, yaitu terdiri atas :25 
a. hak memperoleh keamanan; 
b. hak memilih; 
c. hak mendapat informasi; dan 
d. hak untuk didengar. 
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Keempat hak tersebut merupakan bagian dari Deklarasi Hak Asasi 
Manusia yang dicanangkan PBB pada tanggal 10 Desember 1948, 
masing-masing pada Pasal 3, 8, 19, 21 dan Pasal 26, yang oleh 
Organisasi Konsumen Sedunia (International Organization of Consumers 
Union - IOCU) ditambah empat hak dasar konsumen lainnya, yaitu:26 
a. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup; 
b. Hak untuk memperoleh ganti rugi; 
c. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen; 
d. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan 
sehat. 
 
b. Kewajiban Konsumen 
Pasal 5 UU Nomor 8 tahun 1999 mengatur kewajiban konsumen, 
yaitu:27 
1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur 
pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi 
keamanan dan keselamatan. 
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang 
dan/atau jasa. 
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. 
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 
konsumen secara patut. 
Kewajiban pertama di atas adalah penting karena seringkali pelaku 
usaha telah memberikan peringatan atau petunjuk secara jelas pada suatu 
produk, namun konsumen tidak mengikuti petunjuk tersebut. Oleh karena 
itu, peraturan ini memberikan konsekuensi pelaku usaha tidak 
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bertanggung jawab jika konsumen yang bersangkutan mengabaikan 
petunjuk tersebut. 
Dalam hal kewajiban beritikad baik, hanya tertuju pada transaksi 
pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini karena bagi konsumen, 
kemungkinan untuk dapat merugikan produsen baru bermula pada saat 
melakukan transaksi dengan produsen. Berbeda dengan pelaku usaha di 
mana kemungkinan merugikan konsumen dimulai sejak barang dirancang 
diproduksi oleh produsen (pelaku usaha).28 Selanjutnya ketentuan 
konsumen harus membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati 
dengan pelaku usaha, merupakan suatu kewajiban dan hal yang sudah 
semestinya dilakukan. 
Kewajiban mengikuti upaya penyelesaian hukum secara patut 
merupakan hal yang baru, karena sebelum diundangkannya UUPK hampir 
tidak dirasakan adanya kewajiban secara khusus seperti ini dalam perkara 
perdata, sementara dalam kasus pidana tersangka/terdakwa lebih banyak 
dikendalikan oleh aparat kepolisian dan/atau kejaksaan. 
2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha 
a. Hak Pelaku Usaha 
Pasal 6 UU Nomor 8 tahun 1999 mengatur hak pelaku usaha, 
yaitu:
29
 
1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan 
kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau 
jasa yang diperdagangkan. 
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2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan 
konsumen yang beritikad buruk. 
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam 
penyelesaian hukum sengketa konsumen. 
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum 
bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang 
dan/atau jasa yang diperdagangkan. 
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya. 
Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai dengan 
kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, 
menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika 
kondisi barang dan/atau jasa yang diberikan kepada konsumen 
tidak/kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas 
barang dan/atau jasa yang sama. Dalam praktik, jika suatu produk yang 
kualitasnya lebih rendah dari produk yang serupa, maka para pihak 
menyepakati harga yang lebih murah.Dengan demikian yang dipentingkan 
dalam hal ini adalah harga yang wajar. 
Menyangkut hak pelaku usaha lainnya, sesungguhnya merupakan 
hak-hak yang lebih banyak berhubungan dengan pihak aparat pemerintah 
dan/atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/Pengadilan dalam 
tugasnya melakukan penyelesaian sengketa. Melalui hak-hak tersebut 
diharapkan perlindungan konsumen tidak mengabaikan kepentingan 
pelaku usaha. Kewajiban konsumen dan hak-hak pelaku usaha yang 
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disebutkan pada huruf b, c, dan d di atas adalah kewajiban konsumen 
mengikuti upaya penyelesaian sebagaimana disebutkan sebelumnya.30 
b. Kewajiban Pelaku Usaha 
Pasal 7 UU Nomor 8 tahun 1999 mengatur kewajiban pelaku 
usaha, yaitu :31 
1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. 
2. Memberikan informasi yang benar,  jelas dan jujur mengenai 
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi 
penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. 
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan 
jujur serta tidak diskriminatif. 
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang 
dan/atau jasa yang berlaku. 
5. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji 
dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi 
jaminan dan/atau yang diperdagangkan. 
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas 
kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan 
barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. 
7. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau jasa penggantian 
apabila barang dan/jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak 
sesuai dengan perjanjian. 
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Begitu pentingnya suatu itikad baik sehingga dalam sebuah 
perjanjian para pihak di dalamnya harus mempunyai itikad baik.32 
Selanjutnya dapat dilihat bahwa kewajiban-kewajiban tersebut merupakan 
manifestasi hak konsumen dalam sisi lain yang ”ditargetkan” untuk 
menciptakan ”budaya” tanggung jawab pada diri pelaku usaha.33 
 
C. Klausula Baku / Standaard Contract 
Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan defenisi 
klausula baku dalam Pasal 1 ayat 10 yaitu: Setiap aturan atau ketentuan 
dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu 
secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen 
dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. 
Dalam hal pencantuman klausula baku, UUPK membahas lebih 
lanjut mengenai ketentuan pencantuman klausula baku dalam Pasal 18 
UUPK, dan khusus pencantuman klausula baku yang dilarang dijabarkan 
pada Pasal 18 ayat 1. Pencantuman klausula baku yang dilarang menurut 
Pasal 18 ayat 1 adalah: 
“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang 
ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat dan/atau 
mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau 
perjanjian apabila; 
a) Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; 
b) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak 
menyerahkan kembali barang yang dibeli konsumen; 
c) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan 
kembali barang yang dibeli konsumen; 
d) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku 
usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk 
melakukan  segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan 
barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; 
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e) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang 
atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen; 
f) Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat 
jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi 
objek jual beli jasa; 
g) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang 
berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan 
lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa 
konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya; 
h) Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku 
usaha untuk membebankan hak tanggungan, hak gadai, atau 
hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara 
angsuran.” 
 
Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah membagi 
secara tegas pembagian dalam 2 (dua) golongan larangan pencantuman 
klausula baku, yaitu klausula baku yang hanya berlaku untuk barang 
(Pasal 18 ayat 1 huruf b,d dan h) dan klausula baku yang berlaku hanya 
untuk jasa (Pasal 18 ayat 1 huruf f dan g). Namun, ada juga larangan 
pencantuman klausula baku yang berlaku baik untuk barang maupun 
untuk jasa (Pasal 18 ayat 1 huruf a, c dan e).34 Dengan adanya 
pembagian larangan pencantuman klausula baku yang berlaku untuk 
barang, jasa dan untuk kedua-duanya, larangan pencantuman klausula 
baku hanya berlaku untuk jasa tidak dapat diterapkan atau diperluas 
berlakunya juga untuk barang demikian juga sebaliknya.35 Dalam hal 
pencantuman klausula baku juga diatur di dalam Pasal 18 ayat 2 bahwa 
“Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau 
bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang 
mengungkapkannya sulit dimengerti.” 
 
                                                             
34
 H.P. Pangabean, Op.Cit., hal.6 
35
Ibid. 
23 
1. Ciri-ciri Klausula Baku/Standaard Contract 
Untuk lebih memahami pengertian Standaard Contract, perlu 
dikemukakan pendapat beberapa ahli tentang ciri-ciri dari Standaard 
Contract tersebut. 
Sluyter mengemukakan ciri-ciri standard contract itu sebagai 
berikut:36 
a) Bahwa isinya telah terlebih dahulu ditetapkan secara tertulis; 
b) Bahwa Standaard Contract itu selalu menyimpang dari hukum yang 
mengatur (regelend recht); 
c) Bahwa standard contract sebagai “adhesieconract” lebih bersifat 
dipaksakan berdasarkan kekuatan ekonomi. 
 
Hondius juga mengatakan pendapat penulis-penulis Belgia dan 
Perancis tentang ciri-ciri “Standaard voorwarrden” atau “adhesiekontrakt” 
atau nama lain sebagai “toetre-dingskontrakt” sebagai berikut:37 
1. Mengenal suatu tawaran umum, kadang-kadang ditambahkan 
syarat waktu tertentu; 
2. Syarat-syarat disusun oleh salah satu pihak; 
3. Syarat-syarat itu disusun terlebih dahulu; 
4. Dengan cara abstrak dan bersifat umum (tentang suatu hubungan 
hukum yang konkret yang diabstrakkan); 
5. Suatu rangkuman janji-janji beberapa pengarang, malah 
mengatakan semua hal yang sekecil-kecilnya pun telah diatur; 
6. Pihak yang menawarkan berada dalam posisi monopoli setidak-
tidaknya ia berada dalam situasi ekonomi yang lebih unggul; 
7. Tentang penawaran tidak dapat dibantahkan; 
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8. Manfaat yang terbuka bagi umum/orang banyak. 
Ciri-ciri “Standaard contract” yang oleh penulis Drion diistilahkan 
sebagai “adhesiekontrakt” disebutkan sebagai berikut:38 
1. Penentuan janji-janji secara sepihak tanpa pertimbangan yang 
cukup dari pihak lain, terutama mengenai janji-janji, bahwa motif 
konkurensi dan peran yang tidak baik turut berperan; 
2. Pihak yang mengikatkan diri (toetredendepartij) umumnya tidak 
paham akan isi-isi perjanjian yang dianggap telah diterimanya; 
3. Pihak yang mengikatkan dirinya kebanyakan merasa berada dalam 
keadaan terpaksa (dwang positie) karena tidak mempunyai pilihan 
atau alternative lain. 
Anson menyatakan ciri-ciri “standard contract” itu dengan ungkapan 
kalimat: 
“the standard form contract is the rule. He must either accept the 
terms of this contract in to or go without” 
 
Kata “He” disini dimaksudkan adalah dia yang ditawari untuk penggunaan 
model (standard) kontrak itu sendiri.39 
 Dari berbagai pengamatan tentang isi beberapa perjanjian baku 
yang sering digunakan masyarakat, Mariam Darus mengemukakan ciri-ciri 
perjanjian baku itu, sebagai berikut:40 
- Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi 
ekonominya kuat; 
- Masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut bersama dalam 
menentukan isi perjanjiannya; 
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- Terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima 
perjanjian itu; 
- Bentuk tertentu; 
- Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal dan konfektif. 
2. Bentuk Klausula Baku 
Berdasarkan pengertian klausula baku menurut UUPK, dapat 
disimpulkan bahwa klausula baku terdiri atas 2 (dua) bentuk, yaitu: 
a. Dalam bentuk perjanjian 
Dalam hal ini, suatu perjanjian telah disiapkan terlebih dahulu 
konsepnya oleh salah satu pihak, umumnya produsen. Perjanjian ini selain 
memuat aturan-aturan umum yang tercantum dalam suatu perjanjian, 
memuat pula persayaratan-persyaratan khusus baik berkenaan dengan 
pelaksanaan perjanjian, menyangkut hal-hal tertentu dan/atau berakhirnya 
perjanjian itu. Dalam bentuk suatu perjanjian tertentu ia memang 
merupakan suatu perjanjian, dalam bentuk formulir atau lain-lain, dengan 
materi (syarat- syarat) tertentu dalam perjanjian tersebut. Misalnya 
memuat ketentuan tentang syarat berlakunya kontrak baku, syarat syarat 
berakhirnya, syarat- syarat tentang resiko tertentu, hal-hal tertentu yang 
tidak ditangggung dan atau berbagai persyaratan lain yang pada 
umumnya menyimpang dari ketentuan yang umumnya berlaku. Berkaitan 
dengan masalah berlakunya ketentuan syarat-syarat umum yang telah 
ditentukan atau ditunjuk oleh perusahaan tertentu, termuat pula ketentuan 
tentang ganti rugi, dan jaminan- jaminan tertentu dari suatu produk.41 
b. Dalam bentuk persyaratan-persyaratan 
Perjanjian ini dapat pula dalam bentuk bentuk lain, yaitu syarat-
syarat khusus yang termuat dalam berbagai kuitansi, tanda penerimaan 
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atau tanda penjualan, kartu-kartu tertentu, pada papan-papan 
pengumuman yang diletakkan di ruang penerimaan tamu atau di 
lapangan, atau secarik kertas tertentu yang termuat di dalam kemasan 
atau pada wadah produk yang bersangkutan.42 
3. Fungsi Perjanjian Baku 
Perjanjian baku memegang peranan penting dalam dunia usaha 
dan perdagangan modern. Perjanjian ini biasanya dibentuk pengusaha 
untuk mengadakan berbagai jenis transaksi khusus. Isinya ditetapkan agar 
dapat digunakan lagi dalam perjanjian mengenai produk atau jasa serupa 
dengan pihak-pihak lain, tanpa harus melakukan perundingan 
berkepanjangan mengenai syarat-syarat yang selalu muncul. Maksudnya 
adalah untuk menghemat waktu, tenaga dan biaya-biaya transaksi, juga 
agar dapat memusatkan perhatian pada hal hal khusus yang lebih penting. 
4. Jenis Perjanjian dengan Klausula Baku 
Pada prakteknya di Indonesia dikenal 4 (empat) macam jenis 
mengenai perjanjian baku.Perjanjian tersebut antara lain:43 
a. Perjanjian baku sepihak, adalah perjanjian yang isinya ditentukan 
oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak 
yang kuat dalam hal ini ialah pihak kreditur yang lazimnya 
mempunyai posisi kuat dibandingkan pihak debitur. Kedua pihak 
lazimnya terikat dalam organisasi,misalnya pada perjanjian buruh 
kolektif. 
b. Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah, ialah perjanjian 
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baku yang isinya ditentukan Pemerintah terhadap perbuatan hukum 
tertentu. Dalam bidang agraria misalnya, dapat dilihat formulir-
formulir perjanjian sebagaimana yang diatur dalam SK Menteri 
Dalam Negeri tanggal 6 Agustus 1977 No. 104/Dja/1977 mengenai 
akta jual beli model 1156727 dan akta hipotik model 1045055. 
c. Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat, 
terdapat perjanjian-perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah 
disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat 
yang meminta bantuan notaris atau advokat yang bersangkutan, 
yang dalam 
kepustakaan Belanda biasa disebut dengan“contract model”. 
d. Perjanjian baku timbal balik adalah perjanjian baku yang isinya 
ditentukan oleh kedua belah pihak, misalnya perjanjian baku yang 
pihak-pihaknya terdiri dari pihak majikan (kreditor) dan pihak 
lainnya buruh (debitur).  
5. Perjanjian Baku dan Asas Kebebasan Berkontrak 
Hukum perjanjian di Indonesia menganut asas kebebasan dalam 
hal membuat perjanjian (beginsel der contracts vrijheid). Asas ini dapat 
disimpulkan dari Pasal 1338 KUH Perdata yang menerangkan bahwa 
segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang 
bagi mereka yang membuatnya. Sebenarnya yang dimaksudkan oleh 
Pasal tersebut tidak lain dari pernyataan bahwa setiap perjanjian mengikat 
kedua belah pihak. Tetapi dari Pasal ini kemudian dapat ditarik kesimpulan 
bahwa orang bebas untuk membuat perjanjian apa saja asal tidak 
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melanggar ketertiban umum atau kesusilaan. Orang tidak saja bebas 
untuk membuat perjanjian apa saja, bahkan pada umumnya juga 
diperbolehkan mengenyampingkan peraturan-peraturan yang termuat 
dalam KUH Perdata. Sistem tersebut lazim disebut dengan sistem terbuka 
(openbaar system).Hal tersebut juga dipertegas dalam rumusan angka 4 
Pasal 1320 KUHPerdata. Dengan asas ini para pihak yang membuat dan 
mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat 
kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, selama 
dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu 
yang terlarang.44 
Berdasarkan gambaran umum tersebut dapat ditarik kesimpulan 
bahwasanya pada dasarnya semua perjanjian dapat dibuat dan 
diselenggarakan oleh setiap orang dan hanya perjanjian yang 
mengandung prestasi atau kewajiban pada salah satu pihak yang 
melanggar undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum saja yang 
dilarang.45 
 Dalam kaitannya dengan perjanjian baku, hingga saat ini masih 
terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli hukum mengenai apakah 
perjanjian baku sesuai dengan asas kebebasan berkontrak atau tidak. 
Salah satu ahli hukum yang menyatakan perjanjian baku bertentangan 
dengan asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab yaitu Mariam 
Darus Badrulzaman yang menyatakan bahwa perjanjian baku 
bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang bertanggung 
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jawab karena apabila ditinjau dari asas-asas dalam sistem hukum 
Nasional, di mana akhirnya kepentingan masyarakatlah yang harus 
didahulukan. Namun dalam kontrak baku kedudukan antara pelaku usaha 
dan konsumen tidak seimbang. Posisi monopoli dari pengusaha membuka 
peluang luas baginya untuk menyalahgunakan kedudukannya.46Kontrak 
baku hanya memuat sejumlah kewajiban yang harus dipikul oleh 
konsumen, sehingga hal ini tidak boleh dibiarkan tumbuh secara liar dan 
karena itu perlu ditertibkan.47 
6.Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Baku 
Dalam pembuatan perjanjian baku atau yang menggunakan syarat 
baku pada prakteknya dituntut agar harus memperhatikan tata cara dan 
pengaturan mengenai hal-hal yang dilarang dalam klausula baku. Pelaku 
usaha sebagai pihak yang paling sering menggunakan perjanjian baku 
dalam setiap transaksinya, pada prakteknya sering melupakan dan tidak 
memperhatikan peraturan yang ada. Salah satunya adalah dengan 
menggunakan Klausula Eksonerasi dalam kontrak baku. 
Klausula Eksonerasi menurut Rijken adalah klausul yang 
dicantumkan dalam suatu perjanjian yang mana satu pihak akan 
menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar 
ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang disebabkan karena wanprestasi 
atau perbuatan melawan hukum.48 
 Klausula eksonerasi hanya dapat digunakan dalam pelaksanaan 
perjanjian dengan itikad baik. Eksonerasi terhadap kerugian yang timbul 
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karena kesengajaan pengusaha adalah bertentangan dengan kesusilaan. 
Karena itu pengadilan dapat mengesampingkan klausula eksonorasi 
tersebut.49 Bagaimanapun juga eksonerasi hanya dapat digunakan jika 
tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan 
kesusilaan, dan jika terjadi sengketa mengenai tanggung jawab tersebut, 
konsumen dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk 
menguji apakah eksonerasi yang ditetapkan pengusaha itu adalah layak, 
tidak dilarang oleh undang-undang, dan tida kbertentangan dengan 
kesusilaan. 
7. Syarat Eksonerasi 
 Masalah syarat-syarat eksonerasi akan timbul dengan terjadinya 
keadaan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dari salah satu 
pihak yang terikat dalam perjanjian baku. Klausula eksonerasi sebagai 
pembatasan pertanggungjawaban dari pelaku usaha merupakan salah 
satu syarat dalam “standard contract”. 
 Mariam Darus mengemukakan berbagai syarat-syarat dalam 
“standard contract”, sebagai berikut:50 
c. Cara mengakhiri perjanjian; 
d. Cara memperpanjang berlakunya perjanjian; 
e. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase; 
f. Penyelesaian sengketa melalui keputusan pihak ketiga (binded 
advise beding); 
g. Syarat-syarat tentang eksonerasi. 
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Pengertian mengenai syarat-syarat eksonerasi diajukan oleh Rijken 
sebagai salah satu syarat dalam suatu perjanjian, bahwa pihak yang satu 
meniadakan kewajibannya untuk mengganti kerugian pihak yang satu lagi, 
kerugian tersebut timbul karena wanprestasi ataupun perbuatan yang 
melanggar hukum terhadap yang tersebut belakangan ini.51 
 Penulis Engels memaparkan bahwa pada umumnya syarat-syarat 
eksonerasi itu dituangkan dalam 3 (tiga) macam bentuk yuridis, yaitu:52 
a. Bentuk bahwa tanggung jawab untuk akibat hukum karena tidak 
atau kurang baik memenuhi kewajiban-kewajiban, dikurangi atau 
dihapuskan (misalnya ganti kerugian dalam hal ingkar janji); 
b. Bentuk bahwa kewajiban-kewajiban sendiri, yang biasanya 
dibebankan pada pihak untuk mana syarat dibuat, dibatasi atau 
dihapuskan (misalnya perluasan pengertian keadaan darurat); 
c. Bentuk bahwa kewajiban-kewajiban dicipta syarat-syarat  
pembebasan (vrijwarings bedingen); salah satu pihak dibebankan 
dengan kewajiban untuk memikul tanggung jawab pihak lain yang 
mungkin ada untuk kerugian yang diderita oleh pihak ketiga. 
Dengan berbagai penjelasan di atas, disimpulkan bahwa syarat-
syarat eksonerasi adalah suatu ketentuan yang diciptakan untuk 
menghindari beban kerugian tertentu bagi salah satu pihak dalam 
pelaksanaan perjanjian itu. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A.  Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Makassar di Trans Studio Theme 
Park (Trans Studio Makassar) dengan pertimbangan untuk memperoleh 
data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka penulisan ini. 
 
B. Populasi dan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna kartu studio 
passTrans Studio Theme Park (Trans Studio Makassar). Dari sejumlah 
pengguna kartu studio pass akan ditentukan beberapa sampel dalam 
penelitian ini. 
 
C.  Jenis dan Sumber Data 
 Jenis dan sumber penulisan yang diperlukan dalam skripsi ini 
adalah sumber-sumber penelitian hukum berupa bahan-bahan hukum 
primer dan bahan hukum sekunder. 
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung melalui 
wawancara dengan informan yaitu dengan melakukan tanya jawab 
secara langsung. Informan dalam penelitian ini antara lain Pihak 
penyedia jasa Trans Studio Theme Park dan pengguna kartu studio 
passTrans Studio Theme Park (Trans Studio Makassar). 
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang erat hubungannya 
dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam 
menganalisis dan memahami bahan hukum sekunder, yang 
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meliputi buku-buku dan makalah yang berkaitan dengan data 
digital, kekuatan mengikatnya suatu peraturan dan sumber hukum. 
 
D.  Teknik Pengumpulan Data  
Dalam penulisan skripsi ini, terdapat dua teknik pengumpulan data 
yang digunakan yaitu: 
1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 
Sasaran penelitian kepustakaan ini terutama untuk mencari 
landasan teori dari objek kajian dengan cara: 
a. mempelajari buku-buku yang berhubungan baik langsung 
dengan objek dan materi skripsi ini. 
b. Mempelajari peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan skripsi ini. 
2. Penelitian Lapangan (Field Research) 
Dalam penelitian ini, peneliti ke Trans Studio Theme Park 
(Trans Studio Makassar) guna melakukan wawancara secara 
langsung pada pihak-pihak tertentu, sehubungan dengan 
masalah yang terkait pada penelitian skripsi ini. 
 
E.  Analisis Data 
Data yang diperoleh baik secara data primer, sekunder dan tersier, 
dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara normatif 
deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai 
dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
 
A. Kedudukan dan Keabsahan Klausula Baku pada Kartu Studio 
Pass di Trans Studio Makassar 
Jika mengacu pada asas kebebasan berkontrak, pada dasarnya 
semua perjanjian dapat dibuat dan diselenggarakan oleh setiap subyek 
hukum, dalam hal ini hanya orang yang cakap hukum dan badan hukum.  
Suatu perjanjian terlarang adanya jika mengandung prestasi atau 
kewajiban pada salah satu pihak yang melanggar undang-undang, 
kesusilaan, dan ketertiban umum. 
Sama halnya denga klausula baku, yang juga termasuk dalam 
salah satu jenis perjanjian. Secara ideal, suatu perjanjian harus 
mengedepankan kepentingan masyarakat. Namun kenyataannya dalam 
praktik dunia usaha,  klausula baku menempatkan kedudukan antara 
pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang.  
Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis pada Trans Studio 
Makassar ditemukan bahwa kartu studio pass yang mereka produksi 
dibagi ke dalam dua jenis, yaitu kartu studio pass yang terdaftar dan kartu 
studio pass yang tidak terdaftar. Sampai di sini, penulis belum dapat 
menyebut pembagian jenis kartu studio pass tersebut sebagai masalah. 
Masalah pertama kemudian muncul ketika terjadi pembedaan 
pelayanan kepada konsumen yang memiliki kartu trans studio pass 
terdaftar dan konsumen yang memiliki kartu studio pass yang tidak 
terdaftar. Jika kartu studio pass yang tidak terdaftar hilang atau rusak, 
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pihak Trans Studio tidak menerima layanan penggantian kartu. Sementara 
jika kartu studio pass yang terdaftar hilang atau rusak, pihak Trans Studio 
menyediakan layanan pergantian kartu dengan cara mengadu ke loket 
pembelian kartu Studio Pass dan kemudian akan diarahkan untuk 
mendaftar ulang di Bank Mega, yang merupakan satu induk perusahaan 
dengan Trans Studio. 
Pokok permasalahan pertama adalah, atas dasar apa pihak Trans 
Studio tidak memberikan pelayanan pergantian kartu yang hilang atau 
rusak pada kartu studio pass yang tidak terdaftar? Sementara baik 
konsumen yang memiliki kartu studio pass yang terdaftar maupun 
konsumen yang memiliki kartu studio pass yang tidak terdaftar merupakan 
konsumen yang sudah melakukan pembayaran kartu beserta saldonya.  
Keduanya merupakan konsumen yang harus dilindungi hak-hak 
konsumennya oleh pelaku usaha, dalam hal ini pihak Trans Studio. 
Mengapa pula mereka membaginya ke dalam kartu studio pass yang 
terdaftar dan kartu studio pass yang tidak terdaftar? Apakah kartu studio 
pass yang tidak terdaftar betul-betul tidak melakukan pendaftaran saat 
melakukan pembelian kartu tersebut? Tentu kartu tersebut juga terdaftar 
pada sistem komputer Trans Studio. Setidaknya terdaftar sebagai salah 
satu kartu yang laku atau telah diperdagangkan. 
Salah satu pembelaan dari pihak Trans Studio dalam menyikapi hal 
tersebut adalah dengan menawarkan kepada konsumen untuk 
mengalihkan jenis kartu studio pass mereka dari kartu studio pass yang 
tidak terdaftar menjadi kartu studio pass yang terdaftar. Memang, 
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kenyataannya bahawa kartu studio pass yang terdaftar memberikan 
manfaat yang lebih ketimbang kartu studio pass yang tidak terdaftar, 
seperti dapatnya kartu tersebut digunakan di tempat lain seperti 
pembayaran jalan toll, cafe dan restoran tertentu serta perdagangan-
perdagangan yang berafiliasi dengan Perusahaan Trans. Namun analisis 
penulis, hal tersebut tidak menggugurkan kewajiban pihak Trans Studio 
untuk bertanggung jawab melakukan pelayanan pergantian kartu studio 
pass yang tidak terdaftar. Bagaimana pula jika kartu tersebut sudah diisi 
dengan saldo yang banyak? 
Dalam penelitian penulis lebih lanjut, imbas masalah pertama yaitu 
dibedakannya pelayanan antara kartu studio pass yang sudah terdaftar 
dan kartu studio pass yang tidak terdaftar kemudian melahirkan masalah 
turunan, yang kemudian penulis sebut sebagai masalah kedua. Kedua hal 
tersebut dikategorikan sebagai masalah karena antara apa yang 
seharusnya dengan apa yang terjadi mengalami ketidakcocokan. Seperti 
halnya dalam masalah kedua ini, yaitu pihak Trans Studio membedakan 
pula antara kartu studio pass yang terdaftar dengan kartu kredit dan kartu 
ATM Bank Mega. Adapun beberapa perbedaannya menurut petugas Bank 
Mega dan petugas Trans Studio yang penulis wawancarai, antara lain: 
1. Kartu kredit dan kartu ATM Bank Mega tidak dapat digunakan 
untuk masuk serta bermain dalam wahana Trans Studio Theme 
Park, sementara kartu studio pass yang terdaftar tentulah dapat 
digunakan untuk masuk serta bermain dalam wahana Trans 
Studio Theme Park. 
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2. Kartu studio pass yang terdaftar hanya dapat digunakan dalam 
pembayaran tol, café dan resto serta belanja pada outlet yang 
terdapat lambing Mega Flash. Sementara kartu kredit dan debit 
(ATM) Bank Mega dapat digunakan di mana saja, dengan 
fasilitas tertentu pastinya. 
3. Kartu Studio pass yang terdaftar tidak dapat digunakan untuk 
menarik uang tunai seperti kartu ATM Bank Mega. Jadi, saldo 
yang terdapat di dalam kartu studio pass yang terdaftar hanya 
digunakan untuk berbelanja di tempat tertentu seperti Trans 
Mall, e-tol, dan lainnya. 
4. Kartu Studio pass yang terdaftar tidak memiliki limit kredit. Tidak 
seperti kartu kredit Bank Mega yang memiliki limit atau batasan 
kredit. 
5. Intinya, kartu trans studio pass yang terdaftar kurang lebih sama 
dengan kartu ATM yang memilik saldo, namun kartu studio pass 
yang terdaftar tidak dapat digunakan untuk menarik uang tunai. 
Sekilas, tidak ada masalah antara perbedaan kartu studio pass 
yang terdaftar dengan kartu kredit dan ATM Bank Mega. Akan tetapi, jika 
dianalisis lebih mendalam, untuk apa kemudian pihak Trans Studio 
memproduksi kartu studio pass yang terdaftar? Jika hanya untuk 
mengakses wahana bermain pada Trans Studio Theme Park, bukankah 
kartu studio pass yang tidak terdaftar juga memiliki fungsi tersebut. Jika 
alasannya adalah untuk dapat digunakan pada e-tol, cafe dan resto 
tertentu dan belanja pada tempat-tempat yang terdapat lambang Mega 
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Flash-nya, ini bukanlah alasan yang tepat. Karena fungsi tersebut sudah 
dimiliki oleh kartu kredit dan ATM Bank Mega. Apalagi kartu kredit dan 
ATM Bank Mega bisa digunakan di mana saja, tidak terbatas pada 
tempat-tempat yang terdapat lambang Mega Flash-nya saja. 
Analisis penulis, kartu studio pass yang terdaftar merupakan produk 
perusahaan Trans yang kehilangan identitas dan fungsi asli dirinya 
sendiri. Hal ini kemudian membuat konsumen dibingungkan dengan 
banyaknya jenis-jenis kartu dari pihak Trans. Kebingungan konsumen 
tersebut dikarenakan ketidakjelasan perbedaan dan fungsi kartu-kartu 
tersebut. Kebingungan tersebut akan semakin kompleks, jika pihak Trans 
Studio tidak memberikan kejelasan dalam bentuk pendidikan dan 
pembinaan atas produk dagangannya tersebut.  
Masalah ketiga penulis identifikasi pada syarat dan ketentuan 
umum yang tertera pada kartu studio pass yang termaktub pada angka 
romawi V (lima), ditentukan bahwa: “Bank Mega tidak bertanggung jawab 
terhadap nilai nominal yang ada di kartu jika hilang, dicuri atau rusak 
karena kesalahan kelalaian pelanggan (kartu patah, tertekuk, 
melengkung, dan lain-lain)”. Sampai di sini, masalahnya masih sama 
dengan sebab masalah pertama. Pada angka romawi VI (enam) 
ditentukan bahwa: “ apabila terjadi peristiwa darurat (fource majure) 
seperti termasuk namun tidak terbatas pada pemogokan kerja, bencana 
alam, kerusuhan massa, sabotase dan lain-lain yang dibenarkan oleh 
pejabat yang berwenang, maka tidak ada pihak manapun yang dapat 
dituntut untuk memberikan ganti rugi atas segala kerugian yang timbul”. 
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Kemudian kepatuhan perikatan pada klausula baku yang menjadi syarat 
dan ketentuan kartu studio pass ini dipertegas pada angka romawi VII 
(tujuh) yang berbunyi: “Penggunaan kartu tunduk pada syarat dan 
ketentuan umum ini, termasuk setiap perubahan atau penambahan yang 
akan diumumkan melalui cara atau media yang akan diatur kemudian”. Inti 
masalah ketiga adalah pihak Trans Studio melakukan apa yang dilarang 
oleh pasal 18 ayat 1 poin g dalam Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen yang berbunyi “ Menyatakan tunduknya konsumen kepada 
peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau 
pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa 
konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. 
Ketiga hal di atas, yaitu hal pertama dibedakannya pelayanan 
antara kartu studio pass yang terdaftar dan kartu studio pass yang tidak 
terdaftar, serta hal kedua adalah ketidakjelasan perbedaan dan fungsi dari 
kartu studio pass yang terdaftar, dan ketiga adalah memberlakukan 
klausula baku yang dilarang Undang-Undang, dikategorikan penulis 
sebagai suatu masalah karena adanya ketidakcocokan antara apa yang 
seharusnya dan apa yang terjadi. Pada masalah pertama yang 
seharusnya terjadi adalah perlakuan dan pelayanan yang sama baik pada 
konsumen yang memiliki kartu studio pass yang terdaftar dan konsumen 
yang memiliki kartu studio pass yang tidak terdaftar. Namun yang terjadi 
justru sebaliknya. Begitupun dengan masalah kedua, yang seharusnya 
terjadi adanya kejelasan informasi mengenai perbedaan dan fungsi suatu 
produk, dalam hal ini kartu studio pass yang terdaftar, namun 
kenyataannya justru sebaliknya juga.  
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Masalah ketiga merupakan masalah yang paling konkret, karena 
pihak Trans Studio memberlakukan klausula baku  yang dilarang oleh 
Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pada pembahasan berikutnya, 
penulis akan merinci upaya solutif (berlandaskan hukum) dari ketiga 
masalah tersebut. 
 
B. Perlindungan Hukum bagi Konsumen pada Perjanjian Klausula 
Baku Kartu Studio Pass 
 Salah satu, jika bukan satu-satunya, tujuan hukum adalah keadilan. 
Adapun definisi keadilan adalah menuntaskan hak dan kewajiban. Jika 
kita tidak memberikan hak orang lain (yang mana merupakan kewajiban 
kita), berarti kita telah melakukan ketidakadilan pada orang lain tersebut. 
Namun jika kita tidak mengambil hak kita pada orang lain (yang mana 
merupakan kewajiban orang lain atas kita), berarti kita telah membiarkan 
orang lain berlaku tidak adil pada kita. Dan di saat yang bersamaan, kita 
tidak berlaku adil atau mendzalimi diri sendiri. 
 Hak adalah kebebasan untuk melakukan atau memilih apa saja, 
selama hal tersebut tidak berbenturan dengan hak orang lain. Sementara 
kewajiban adalah tanggung jawab yang hadir sebagai konsekuensi atas 
hadirnya hak. Hak dan kewajiban akan selalu berjalan beriringan. 
Keseiringan hak dan kewajiban tersebutlah yang kemudian menciptakan 
apa yang disebut sebagai keadilan. 
 Penegasan akan pentingnya hak, kewajiban dan keadilan perlu 
dikemukan terlebih dahulu untuk memberikan kerangka terhadap inti 
pembahasan tulisan ini yang akan mencoba menjawab masalah pertama, 
41 
kedua dan ketiga. Di mana jawaban tersebut merupakan jawaban atas 
upaya hukum apa yang dapat dilakukan untuk melindungi konsumen dari 
klausula baku yang diberlakukan oleh pihak Trans Studio. 
Adapun untuk jawaban atas masalah pertama dapat dimulai 
dengan menelusuri hak-hak konsumen yang dilanggar atas pembedaan 
yang dilakukan oleh pihak Trans studio antara konsumen yang memiliki 
kartu studio pass yang terdaftar dan konsumen yang memiliki kartu studio 
pass yang tidak terdaftar. Hak-hak konsumen berdasarkan Pasal 4 
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
yang dilanggar oleh pihak Trans Studio terdapat pada poin 4 yang 
menentukan bahwa  “Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas 
barang dan/atau jasa yang digunakan”. Dan pada poin 6 yang 
menentukan bahwa  “Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar 
dan jujur serta tidak diskriminatif.” 
Pihak Trans Studio tidak melakukan pelayanan dengar pendapat 
dan menerima keluhan bagi konsumen yang memiliki kartu studio pass 
yang tidak terdaftar. Pihak Trans Studio juga melakukan pelayanan yang 
sifatnya diskriminatif pada konsumen yang memiliki kartu studio pass yang 
tidak terdaftar dengan meniadakan pelayanan penggantian kartu 
terhadapnya jika kartunya hilang atau rusak. 
Padahal, dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen mengatur kewajiban pelaku usaha, yaitu 
pada poin 3 yang mewajibkan pelaku usaha untuk “memperlakukan atau 
melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.“ Dan 
pada poin 6 yang mewajibkan oelau usha untuk “memberi kompensasi, 
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ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, 
pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. 
Kewajiban pelaku usaha dipertegas lagi dalam poin 7 Undang-Undang 
tersebut yang berbunyi “Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau jasa 
penggantian apabila barang dan/jasa yang diterima atau dimanfaatkan 
tidak sesuai dengan perjanjian.“ 
Sementara upaya hukum yang dapat dilakukan pada masalah 
kedua, berupa ketidakjelasan informasi dan fungsi dari kartu studio pass 
yang terdaftar“ adalah dengan memahami terlebih dahulu hak konsumen 
dan kewajiban pelaku usaha yang relevan dengan kejadian tersebut. 
Adapun hak-hak konsumen menurut Pasal 4 Undang-Undang 
Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang relevan 
dengan masalah ketidakjelasan informasi dan fungsi dari kartu stduio pass 
yang terdaftar (produk Trans Stduio) ada pada poin 1 yaitu konsumen 
memiliki “Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 
mengonsumsi barang dan/atau jasa“. Terdapat pula pada poin 3, yaitu 
“Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/atau jasa. Dan juga pada poin 5, yaitu “Hak untuk 
mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen” 
Ketidakjelasan informasi dan fungsi yang ada pada kartu studio 
pass yang terdaftar membuat Trans studio abai terhadap hak-hak 
konsumen yang membeli kartu tersebut. Konsumen yang bingung tentulah 
merasakan ketidaknyamanan, ketidakjelasan produk dan diperparah 
dengan tidak adanya pembinaan dan pendidikan atas konsumen yang 
dilakukan oleh pihak Trans Studio, dalam hal ini sebagai pelaku usaha. 
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Hal itu tentu sebuah permasalahan, mengingat pada pasal 7 
Undang-Undang yang sama, yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen mengatur kewajiban pelaku usaha, yaitu 
pada poin 1: “Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.“ Dan 
pada poin 2: “Memberikan informasi yang benar,  jelas dan jujur mengenai 
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan 
penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.“ 
Tidak adanya i’tikad baik dari pihak Trans Studio tercermin dari 
tidak dilayaninya pergantian kartu yang hilang atau rusak bagi konsumen 
pemegang kartu studio pass yang tidak terdaftar. Hal itu tentu merupaka 
kerugian besar bagi konsumen. Apalagi jika dalam kartu tersebut berisikan 
saldo yang jumlahnya banyak. Pihak Trans Studio juga abai dalam 
melakukan tugasnya dalam memberikan penjelasan, perbaikan dan 
pemeliharaan bagi kartu-kartu studio pass yang mereka produksi. 
Sementara dalam masalah ketiga, yaitu dicantumkannya klausula 
baku yang dilarang Undang-Undang oleh pihak Trans Studio. Apakah 
memang pihak trans studio mencantumkan apa yang dilarang oleh 
Undang-Undang? Dalam hal pencantuman klausula baku, Undang-
Undang Perlindungan Konsumen membahas mengenai ketentuan 
pencantuman klausula baku yang dilarang pada Pasal 18 ayat 1: 
“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang 
ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat dan/atau 
mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau 
perjanjian apabila; 
Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; 
a) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak 
menyerahkan kembali barang yang dibeli konsumen; 
b) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan 
kembali barang yang dibeli konsumen; 
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c) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku 
usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk 
melakukan  segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan 
barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; 
d) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang 
atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen; 
e) Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat 
jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi 
objek jual beli jasa; 
f) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang 
berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan 
lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa 
konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya; 
g) Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku 
usaha untuk membebankan hak tanggungan, hak gadai, atau 
hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara 
angsuran.” 
 
Pada klausula baku yang menjadi syarat dan ketentuan kartu studio 
pass yang tertera pada angka romawi VII (tujuh) berbunyi: “Penggunaan 
kartu tunduk pada syarat dan ketentuan umum ini, termasuk setiap 
perubahan atau penambahan yang akan diumumkan melalui cara atau 
media yang akan diatur kemudian”. 
Klausula baku yang dicantumkan oleh pihak Trans Studio tersebut 
tentunya mencocoki klausula baku yang dilarang oleh Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen pasal 18 ayat 1 poin g. Hal  tersebut juga 
diperkuat dengan ciri-ciri perjanjian baku yang negatif, yaitu isinya 
ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi ekonominya kuat, 
konsumen sama sekali tidak ikut bersama dalam menentukan isi 
perjanjiannya, terdorong oleh kebutuhannya maka konsumen terpaksa 
menerima perjanjian itu dan perjanjian tersebut telah dipersiapkan terlebih 
dahulu. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A.  Kesimpulan 
Berdasarkan analisis hukum terhadap klausula baku pada Trans 
Studio Pass di Trans Studio Makassar, maka dapat ditarik beberapa 
kesimpulan; 
1. Bahwa kedudukan dan keabsahan klausula baku yang 
diicantumkan oleh pihak Trans Studio (kreditur) pada kartu studio 
pass yang mereka produksi tidak sepenuhnya sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen. Hal itu terbukti dengan masih dicantumkannya 
ketentuan sepihak dan ketundukan atas peraturan baru atau 
lanjutan yang sewaktu-waktu dapat terjadi ke depannya. Hal ini 
tentu mencocoki klausula baku yang dilarang oleh Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen pasal 18 ayat 1 butir g.  
2. Dikarenakan kedudukan para pihak yang tercantum pada klausula 
baku kartu trans studio pass dinilai tidak seimbang atau tidak setara 
antara pihak kreditur dalam hal ini Trans Studio dan pihak debitur 
dalam hal ini konsumen, maka di sinilah peran hukum dibutuhkan 
untuk memberikan perlindungan hukum demi tegaknya keadilan. 
Maka diperlukan penegakan atas hak-hak konsumen sesuai 
dengan amanah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen Pasal 4 yang mengatur tentang  hak-hak 
konsumen seperti hak untuk didengar pendapat dan keluhannya 
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atas barang dan/atau jasa yang digunakan dan hak untuk 
diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 
diskriminatif. Hal ini mutlak diperlukan demi perlindungan hukum 
bagi konsumen. 
 
 
B.  Saran  
 Berdasarkan penelitian penulis terhadap pencantuman klausula 
baku yang ada pada kartu trans studio pass produksi Trans Studio 
Makassar yang melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 
demi penegakan hukum, penulis mengajukan beberapa saran; 
1. Pihak Trans Studio diharapkan mengevalusi kembali perjanjian 
baku atau klausula baku yang dicantumkannya pada kartu studio 
pass produksinya. Evaluasi tersebut dibutuhkan demi penegakan 
tujuan hukum yaitu keadilan. Di mana antara hak dan kewajiban 
antara kreditur dan debitur terdapat ketidakseimbangan dalam 
penerapan klausula baku yang dicantumkannya. Hal tersebut juga 
diperlukan dilakukan sebagai mekanisme penyempurnaan bisnis 
yang ada pada Trans Studio.  
2. Pemerintah dalam hal ini menteri perdagangan diharapkan 
merutinkan sosialisasi terhadap Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen, mengingat masih banyak masyarakat yang awam dan 
tidak tahu mengenai hak-haknya sebagai konsumen. Pemerintah 
juga diharapkan bertindak tegas bagi pelaku-pelaku usaha yang 
melakukan pelanggaran, baik pelanggaran dalam hal 
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mencantumkan klausula baku yang dilarang, maupun pelanggaran-
pelanggaran atas hak-hak konsumen pada umumnya. 
3. Masyarakat dalam hal ini konsumen diharapkan mengembangkan 
budaya kritis dan bijak dalam berbelanja. Budaya kritis yaitu 
memperdalam pengetahuan hukum, diperlukan demi melindungi 
hak-hak konsumennya. Dan budaya bijak diperlukan untuk 
menyadari kewajiban-kewajibannya sebagai konsumen, dan 
masyarakat secara meluas. 
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